LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2006
NOMOR 1 SERI “D” NOMOR 1
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Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUMN
NOMOR : 1 TAHUN 2006

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DANKEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

: a. bahwa dengan berlakunya Pseraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun

2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tshun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwazkilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Simalungun tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Frotokeler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun.

o2

: 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Ctonom

Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara
Tahun 1856 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092 );

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara { Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor S2, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4310 ),

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan ( iLembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389 );

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahh ( Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ); -

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2G04 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4438 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan a:as
penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor -1,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
‘ Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negzara
Tahun 2005 Nomor $4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Simalungun ( Leinbaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005 Nomor 1
Seri "D” Nomor 1).



Menetapkan :

2

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
dan
BUPATI SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOIA UEWAN FPERVWAKILAN RARYAT DAERARH
KABUPATEN SIMALUNGUN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Pceirwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Simalurigun ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005 Nomor
1 Seri "D” Nomor 1 ) diubah sebagai benkut :

1.

Pasal 1

Ketentuan pasal 1 angka 24 diubah sehingga pasal 1 angka 24 berbunyi sebagai berikut :

24.

Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan
rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan
perlengkapannya, kenderaan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas,
uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;

Ketentuan pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam panitia musyawarah atau Komisi atau
Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan,
diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

apow

Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Ketentuan pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2

(3

(4)

(%)

Pasal 20

Pimpinan dan Anggotan DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan
kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga
asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan . pemeliharaan
kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.

Besamya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general
chek-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi
sama dengan besarnya premi asuransi Kepala Daerah.

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan kesehatan” adaiah upaya kesehatan yang
meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada
APBD. :

Seri “D” Nomor 1 ).
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 1 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DANKEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Takhun
2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tzhun
2004 tentang Kedudukan Profokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, periu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perilu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Simalungun tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun.

Mengingat - 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otoriom
Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumsatera Utara ( Lembaran Negara
Tahun 1856 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092 );

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor S2, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4310 );

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 20C4 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389 );

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomoer 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ); -

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Nagara Nomor 4438 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan a:as
penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor <41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraiuran
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor- 1 Tshun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daarah
Kabupaten Simalungun ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Takun 2005 Nomor 1
Seri “D” Nomor 1).



Menetapkan :

2

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN-RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
dan
BUPATI SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN :

PERATURAM DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANMGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SIMALUNGUN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daeran Kabupaten Simalungun ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005 Nomor

1 Seri “D” Nomor 1 ) diubah sebagai berikut :

Pasal 1
Ketentuan pasal 1 angka 24 diubah sehingga pasal 1 angka 24 berbunyi sebagai berikut :

24. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan
rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan
perlengkapannya, kenderaan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas,
uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;

Ketentuan pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Pimpinan atau Anggota DPRD yanrg duduk dalam panitia musyawarah atau Komisi atau
Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperiukan,
diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

aouoo

Ketentuan pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 20
(1) Pimpinan dan Anggotan DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan
kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga
asuransi yang ditetapkan cleh Kepala Daerah.

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan. pemeliharaan
kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 {dua) orang anak.

(3) Besamya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general
chek-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi
sama dengan besarnya premi asuransi Kepala Daerah.

(4) Yang dimaksud dengan “pemeliharaan kesehatan” adalah upaya kesehatan yang
meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

(5) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada
APBD. ‘
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LEMBARAN DAERAH
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Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 1 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DANKEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

10.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAL
KABUPATEN SIMALUNGUN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT! SIMALUNGUN,

bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tzhun
2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tezhun
2004 tentang Kedudukan Profokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, periu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, peric menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Simalungun tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protckoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun.

Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otoriom
Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara ( Lembarar. Negara
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092 );

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Necara
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LLembaran Negara Nomor 42886 );

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( LLembaran Negara Tahun 2002 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Nemor 4310 );

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389 );

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ); -

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 {entang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah { Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438 );

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan a‘as
penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor S0, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540),

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Proiokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Simalungun ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005 Nomor 1
Seri “D” Nomor 1 ).



2

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
dan
BUPATI SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER

KABUPATEN SIMALUNGUN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simaiungun Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Simalungun ( Lembaran Daeran Kabupaten Simalungun Tahun 2005 Nomor
1 Seri “D” Nomor 1 ) diubah sebagai berikut :

Pasai 1
1. Ketentuan pasal 1 angka 24 diubah sehingga pasal 1 angka 24 berbunyi sebagai berikut :

24. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan
rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan
perlengkapannya, kenderaan dinas jabatan Pimpinan DFRD, pemberian pakaian dinas,
uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;

2. Ketentuan pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam panitia musyawarah atau Komisi atau
Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan,
diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

apop

3. Ketentuan pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 20

(1) Pimpinan dan Anggotan DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan
kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga
asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2} Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan. pemeliharaan
kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.

(3) Besamya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general
chek-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi
sama dengan besarnya premi asuransi Kepala Daerah.

(4) Yang dimaksud dengan “pemeliharaan kesehatan” adalah upaya kesehatan yang
meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

(5) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada 'ayat (1) dibebankan pada
APBD.
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Menimbang

Mengingat

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2006
NOMOR 1 SERI “D” NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 1 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DANKEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

10.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIMALUNGUN,

bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
200S tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Taihun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, periu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Simaiungun tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun.

Undang-undang Nomeor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-Kabupaten Daiam Lingkungar Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092 );

Undang-undang Nomor 17 Tahur 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara
Tahun 2003 Nemor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 428€ );

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4310 );

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4389 );

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomcr 4437 ); -

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pzrimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4438 );

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor -1,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protckoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negera
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor- 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Simalungun ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005 Nomor 1

Seri "D" Nomor 1).



Menetapkan :

2

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
dan
BUPATI SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PiMFINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWARILAN RAKYAT DACRAI

KABUPATEN SIMALUNGUN.

Pasal i

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sirnalungun ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005 Nomor
1 Seri "D” Nomor 1 ) diubah sebagai berikut :

Pasal 1
1. Ketentuan pasal 1 angka 24 diubah sehingga pasal 1 angka 24 berbunyi sebagai berikut :

24. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan
rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan
perlengkapannya, kenderaan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas,
uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;

2. Ketentuan pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam panitia musyawarah atau Komisi atau
Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperiukan,
diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

Ketua sebesar 7,5 % (tujuh sstengah perseratus) dari tunjangan iabatan Ketua DPRD;
Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua OPRD;
Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

apop

3. Ketentuan pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 20

(1) Pimpinan dan Anggotan DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan
kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga
asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan. pemeliharaan
kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.

(3) Besamya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general
chek-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi
sama dengan besarnya premi asuransi Kepala Daeran.

(4) Yang dimaksud dengan “pemeliharaan kesehatan” adalah upaya kesehatan yang
meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

(5) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada
APBD. : .
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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2006
NOMOR 1 SERI “D” NOMOR 1

L — ——— —————— e T————————— ]

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 1 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DANKEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

10.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIMALUNGUN,

bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Profokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, periu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpiran dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Simalungun tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 20C5
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Dasrah Kabupaten Simalungun.

Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara
Tahun 1956 Nomor 58, Tembahan Lembaran Negara Nomor 1092 );

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negaira Nomor 4286 );

Undang-undang Nomoar 22 Tahun 2003 t{entang Susunan dan Kedudukan Msjslis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambzhan
Lembaran Negara Nomor 4310 );

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389 );

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2604 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ); -

Undang-undang Momor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambazian
Lembaran Negara Nomor 4438 );

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);

Peraturan Pemerintan Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggcia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

Peraturan ' Daerah Kabupaten Simalungun Nomor- 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Simalungun ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005. Nomor 1
Seri "D” Nomor 1).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
dan
BUPAT! SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANCAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SIMALUNGUN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Simalungun ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2505 Nomor
1 Seri “D” Nomor 1 ) diubah sebagai berikut :

Pasal 1
1. Ketentuan pasal 1 angka 24 diubah sehingga pasal 1 angka 24 berbunyi sebagai berikut :

24. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan
rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan
perlengkapannya, kenderaan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas,
uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;

2. Ketentuan pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam panitia musyawarah atau Komisi atau
Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Aiat Keiengkapan lainnya yang diperiukan,
diberikan tunjangan alat keiengkapan sebagai berikuit :

Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

apop

3. Kasatentuan pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 20

(1) Pimpinan dan Anggotan DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan
kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga
asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan. pemeliharaan
kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.

(3) Besamya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general
" chek-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi
sama dengan besarnya premi asuransi Kepala Daerah.

(4) Yang dimaksud dengan “pemeliharaan kesehatan” adalah upaya kesehatan yang
meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

(5) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada
APBD.




LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2006
NOMOR 1 SERI “D” NOMOR 1
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Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 1 TAHUN 2006

TEMNTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DANKEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

-d

10.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIMALUNGUN,

bahwa dengan terlakunya Peraturan Pemerintah Republik indonasia Nomor 37 Tahun
2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tshun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a Ciatas, periu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Simalungun tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun.

Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatsera Utara ( Lembaran Negara
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092 );

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunen dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambzhan
Lembaran Negara Nomor 4310 )

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 563, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389 );

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah { Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ); -

Undang-undang Nemor 33 Tahun 2C04 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah ( iLembaran Negara Tahun 2C34 Nomeor 126, Tambzhan
Lembaran Negara Nomor 4438 );

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Momor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

Peraturan. Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2!
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungurn Nomor- 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan  dan Anggeta Dewan Perwakilan Rakyat Daasrah
Kabupaten Simalungun ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Takun 2005. Nomor 1
Seri “D” Nomor 1 ).



Menatapkan :

2

Dengan Persetujuan Bersama

DEWARN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
dan
BUPATI SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PRQOTOKOLER

KABUPATEN SIMALUNGUN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kebupaten Simalungun ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005 Nomor
1 Seri “D” Nomor 1 ) diubah sebagai berikut :

Pasal 1

1. Ketentuan pasal 1 angka 24 diubah sehingga pasal 1 angka 24 berbunyi sebagai berikut :

24.

Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan
rumah jabatan Pimpinan DPRD dan periengkapannya, rumah dinas dan
perlengkapannya, kenderaan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas,
uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;

2. Ketentuan pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam panitia musyawarah atau Komisi aiau
Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Aiat Kelengkapan lainnya vang diperiukan,
dibernkan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

apop

(1)

2

(3)

(4)

O]

Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD. Z

Ketentuan pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Pimpinan dan Anggotan DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan
kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga
asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan. pemeliharaan
kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.

Besamya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general
chek-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi
sama dengan besarnya premi asuransi Kepala Daerah. -

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan kesehatan” adalah upaya kesehatan yang
meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada
APBD. '



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2006
NOMOR 1 SERI “D” NOMOR 1
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 1 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAN NOCWMOR 1 TARUN 2005 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DANKEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
2005 tentang Perubahan aias Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Profokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nornor 1
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Ariggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, periu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Simalungun tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otoriom
Kabupaten-Kabupaien Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092 );

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majslis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daserah ( Lembaran Megara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4210 );

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389 );

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ); *

8. Undang-undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor -1,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2C04
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Republik indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpirian dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2G05 Nomor 94, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4540);

10. Peraturan Dasrah Kabupaten Simalungun Nemor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Simalungun ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005 Nomor 1
Seri "D Nomor 1 ).

@



Menetapkan :

2
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKIILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
dan
BUPATI SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwzkilan Rakyat
Daerah Kabupaten Simalungun ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005 Nomor
1 Seri “D” Nomor 1 ) diubah sebagai berikut :

Pasal 1

1. Ketentuan pasal 1 angka 24 diubah sehingga pasal 1 angka 24 berbunyi sebagai berikut :

24.

Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan
rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkaparnya, rumah dinas dan
perlengkapannya, kenderaan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas,
uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;

2. Ketantuan pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam panitia musyawarah atau Komisi atau
Panitia Anggsran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperiukan,
diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

oo oD

Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjanigan jabatan Ketua DPRD;
Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

3. Ketentuan pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2

3

(4)

()

Pasal 20

Pimpinan dan Anggotan DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan
kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga
asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan. pemeliharaan
kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.

Besamya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general
chek-up 1 (satu) kali dalam sstahun bagi pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi
sama dengan besarnya premi asuransi Kepala Daerah.

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan kesehatan” adalah upaya kesehatan yang
rneliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

Pembayaran premi asuransi sebagaimana cdimaksud pada 'ayat (1) dibebankan pada
APBD.



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2006
NOMOR 1 SERI “D” NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 1 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG
REDUDUKAN PROTOKGLER DANKEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

-A

10.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUFPATI SIMALUNGUN,

bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
2005 tentang Perubahan aias Peraturan Pemerintsh Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2004 t{entang Kedudukan Profokoler dan Keuangar. Pimpinan dan ‘Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, periu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun;

bahwz berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, periu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Simalungun tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun.

Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-Kabupaten Daiam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092 );

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilann Dasrah dan
Dewan Pervakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4310 );

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389 );

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeriniahan Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ); -

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintzh
Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438 % ’

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
penyelenggaraan Pemerintah Daerah (. Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Repubiik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoier clan
Kauangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor- 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan -dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Simalungun ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005. Nomor 1
Seri “D” Nomor 1).



Menetapkan :

2

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
dan
BUPATI SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGANM PIMPINAN DAN ANGGOIA DEVWAN FERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 20G5
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Simaiungun ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005 Nomor
1 Seri “D” Nomor 1 ) diubah sebagai berikut :

Pasai 1

1. Ketentuan pasal 1 angka 24 diubah sehingga pasal 1 angka 24 berbunyi sebagai berikut :

24.

Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan
rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan
perlengkapannya, kenderaan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas,
uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;

2. Ketentuan pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam panitia musyawarah atau Komisi atau
Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperiukan,
diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

apgp

Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

3. Ketentuan pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

2

(3

(4)

(%)

Basal 26

Pimpinan dan Anggotan DPRD beserta kaluarganya diberikan jaminan pemeliharaan
kesehatan dalam berituk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga
asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan . pemeliharaan
kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.

Besamya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general
chek-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi
sama dengan besarnya premi asuransi Kepala Daerah.

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan kesehatan” adalah upaya kesehatan yang
meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada 'ayat (1) dibebankan pada
APBD.



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2006
NOMOR 1 SERIi “D” NOMOR 1
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 1 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DANKEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Profokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, periu dilakukan perubahan atas Feraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, periu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Simalungun tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otoriom
Kabupaten-Katupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara
Tahun 1958 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092 );

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majslis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Ncmor 4310 );

4. ' Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389 );

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ); -

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4438 ):

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
penyelenyggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahur 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2C04
Nomoer 90, Tambahan Lembaran Negara Nomior 4416);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Prctokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negzra
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor- 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoier dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Simalungun ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005 Nomor 1
Seri “D” Nomor 1 ).



2

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
dan
BUPATI SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN FIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DACRAN

KABUPATEN SIMALUNGUN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakiian Rakyat
Daerah Kabupaten Simalungun ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005 Nomor
1 Seri “D” Nomor 1 ) diubah sebagai berikut :

Pasal 1
1. Ketentuan pasal 1 angka 24 diubah sehingga pasal 1 angka 24 berbunyi sebagai berikut :

24. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan
Anggcta DPRD berupa pemberian jaminan pemelinaraan kesehatar, penyediaan
rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan
perlengkapannya, kenderaan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas,
uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;

2. Ketentuan pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam panitia musyawarah atau Komisi atau
Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperiukan,
diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai perikut :

Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseraius) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; |
Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD. i

apo®

3. Ketentuan pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 20

(1) Pimpinan dan Anggotan DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan
kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga
asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan. pemeliharaan
kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.

(3) Besamya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general
chek-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi
sama dengan besarnya premi asuransi Kepala Daerah.

(4) Yang dimaksud dengan “pemeliharaan kesehatan” adalah upaya kesehatan yang
meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

(5) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada
APBD.
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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2006
NOMOR 1 SERI “D” NOMOR 1
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Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 1 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DANKEUANGAN PIMP!NAN DAN ANGGOTA

10.

CEWAN FERWARILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

bahwa dengan berlakunya Peraturan Psmerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
2005 tentang Perubahan atas Peraiuran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, periu diiakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protckoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Simalungun tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun.

Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara
Tahun 1956 Noimor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092 );

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 47, Tambanan Lembaran Negara Nomoi 4286 );

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Keduadukan Mzjelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daesrah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( l.embaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambzhan

Lembaran Negara Nomor 4310 );

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4389 ),

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ); ~

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintan
Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4438 );

Perziuran Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara. Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);

Peraturan  Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Proiokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor-1 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggoia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Simalungun ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005 Nomor 1

Seri “D” Nomor 1).



Alenetapkan :

2

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
dan
BUPATI SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAIKYAT DAIRAH
KABUPATEN SIMALUNGUN.

Pasal {

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalunguri Nomor 1 Tahun 2005
tentany Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Caerah Kabupaten Simalungun ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005 Nomor
1 Seri “D” Nomer 1 ) diubah sebagai berikut :

Pasal 1
1. Ketentuan pasal 1 angka 24 diubah sehingga pasal 1 angka 24 berbunyi sebagai berikut :

24. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan
rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan
perlengkapannya, kenderaan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas,
uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;

2. Ketsniuan pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam panitia musyawarah atau Komisi atau
Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperiukan,
diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

aoco

3. Ketentuan pasa! 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 20

(1) Pimpinan dan Anggotan DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan
kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga
asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan. pemeliharaan
kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.

(3) Besamya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayél (1) termasuk biaya general
chek-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi
sama dengan besarnya premi asuransi Kepala Daerah.

(4) Yang dimaksud dengan “pemeliharaan kesehatan” adalah upaya kesehatan yang
meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

(5) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ‘ayat (1) dibebarkan pada
APBD.
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Ketentuan pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau
rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan
perumahan.

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk

mnah/fianii

uang dan dibayarkan setiap bulan. terhitung mulai tangqal pengucapan sumpzh/janj

(3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus
memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga

setempat yang berlaku.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala daerah.

Ketentuan Pasal 26 ayat (1) ditambah huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya terdiri dari :

Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (iima) tahun;
Pakaian Dinas Harian lengan panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
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Ketentuan pasal 28 ditambah 1 ayat sehingga berbunyi sebagai berkut :

Pasal 29

(1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan
wewenang DPRD:;

(2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD;

(3) Rencana Kerja DPRD dapat berupa kegiatan :

Rapat-rapat;

Kunjungan Kerja;

Penyiapari Rancangan Peraturan Daerah, pengkajian dan penelaahan Peraturan
Daerah;

Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme;

Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintan dan kemasyarakatan.
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Ketentuan pasal 30 diubah yaitu diantara ayat (2) ayat (3) pasal 30 disisipkan 1 ayat yakni
ayat (2.a) dan ketentuan pasal 30 ayat (3) diubah sehingga pasal 30 berbunyi setagai
berikut :

Pasal 30

(1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan
Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja
dan Anggaran Satuan Kerjz Perangkat Daerah Sekretariat DPRD:;

(2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal
14 dianggarkan dalam Pos DPRD;

(2.a) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam ketentuan
pasal 25 dianggarkan dalam Pos DPRD;



(3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 25,
pasal 26, pasal 27 dan pasal 28 serta Belanja Penunjang Kegiatan DFRD sebagaimana
dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang
diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan Pegawai
Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan;

L. Beianja Barang dan Jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis
pakai seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan
Pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi
rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya;

(4) Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD deingan berpedeman
pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal Il

Peraturan Daerah ini berlaku surut sejak Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangari Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Siantar
Pada Tanggal 17 Pebruari 20C6

BUPATI SIMALUNGUN,
dto

T. ZULKARNAIN DAMANIK

Diundangka di Pernatang Siantar
Pada Tanggal 17 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
dto

SARIAMAN SARAGIH.-

LEMBARAN DAERA}H KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI “D” NOMOR 1.



